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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 /PRT/M/2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional, maka
diperlukan pembinaan dan pengembangan Aparatur
Kementerian Pekerjaan Umum;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan
aparatur di Kementerian Pekerjaan Umum perlu
pembinaan karir jabatan fungsional dan
pengembangan kompetensi aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kementerian Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang
Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
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10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
021/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
09/PRT/M/2011;

14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan aparatur negara adalah upaya dan proses kegiatan
penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam rangka
membentuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas,
profesional, netral, dan bersih.



2014, No.1606 4

2. Pengembangan aparatur negara adalah upaya untuk meningkatkan
karier dan kompetensi aparatur Kementerian Pekerjaan Umum, dalam
rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional, yang dalam hal
ini dilakukan melalui pengembangan karier dalam jabatan, serta
pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi.

3. Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Pekerjaan Umum adalah
penyelenggaraan program pengembangan kompetensi aparatur dalam
rangka meningkatkan kemampuan aparatur Kementerian Pekerjaan
Umum yang terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan.

4. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang
diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum kerja sama
dengan Perguruan Tinggi Mitra, kementerian lain, atau lembaga
pemerintah non kementerian baik di dalam negeri atau luar negeri
yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri sipil.

5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan kedinasan yang mempersiapkan
peserta didik agar mampu melaksanakan pekerjaan yang dilandasi
keahlian terapan tertentu mencakup program Diploma 1, Diploma 2,
Diploma 3, dan Diploma 4 yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum kerja sama dengan Perguruan Tinggi Mitra,
kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian baik di
dalam negeri atau luar negeri yang berfungsi untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan
bagi pegawai negeri sipil.

6. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pimpinan Unit
Kerja yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian
kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan dalam bidang atau
tingkat tertentu yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum atau instansi lainnya baik di dalam maupun luar negeri,
dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara
Asing, sesuatu Badan International, atau sesuatu Badan Swasta
Asing.

7. Izin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pimpinan Unit
Kerja Eselon II yang bertanggung jawab terhadap pembinaan
kepegawaian, kepada aparatur atas dasar permohonan tertulis yang
bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang atau
tingkat tertentu tanpa meninggalkan tugas sehari-hari.

8. Pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum melalui Pusdiklat atau Lembaga Diklat lain di dalam
negeri atau di luar negeri.
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9. Lembaga Diklat Lain adalah lembaga yang mempunyai kewenangan
untuk menyelenggarakan pelatihan di dalam negeri atau luar negeri.

10. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat
Teknis, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
aparatur, yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan
karir aparatur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

11. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat
Fungsional, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan
Fungsional yang diperlukan untuk menduduki jabatan fungsional
tertentu atau peningkatan profesionalitas pejabat fungsional tertentu.

12. Kurikulum adalah susunan mata pendidikan dan pelatihan beserta
uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap perilaku peserta diklat sesuai dengan tujuan
dan sasaran program pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

13. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai lainnya yang
melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Pekerjaan Umum atau
pimpinan unit kerja Eselon I (Sekretaris Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Kepala Badan) atau Eselon II yang
mendapat pendelegasian wewenang di bidang kepegawaian (Sekretaris
Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris
Badan/Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala).

15. Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut Penilai adalah tim
yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit, dan bertugas membantu menilai prestasi
kerja Bidang PU dan Penataan Ruang.

16. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang
berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh Pejabat Fungsional yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui pejabat
pengusul.

17. Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan angka kredit
Bidang PU dan Penataan Ruang dan harus dihadiri sekurang-
kurangnya setengah dari seluruh anggota Tim Penilai ditambah satu.

18. Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) adalah laporan hasil
akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai
yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk
ditetapkan menjadi Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK).


